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PERATURAN BUPATI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI 

KABUPATEN REMBANG 

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan penambahan jumlah 
petugas pemungut pajak  yang mengakibatkan 

perubahan penerimaan besaran insentif maka 
ketentuan  tentang tata cara pemberian dan 

pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah di Kabupaten Rembang 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten 
Rembang dengan segala perubahannya diperlukan 

penyesuaian; 
 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3691); Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578); Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5161); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2015 Nomor 2036); 

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 1 Maret 2018 dan ditetapkan 1 Maret  2018 

 



 


